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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dan perubahan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) 

yang dinamis harus selalu diantisipasi dan diikuti secara sungguh-sungguh. 

Salah satu perkembangan dalam TIK adalah pemanfaatan data dan informasi. 

Pemanfaatan data dan informasi menjadi bagian penting dan strategis dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.  

Pemanfaatan data dan informasi pada penyelenggaraan pemerintahan 

berimplikasi pada keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh publik, 

termasuk data dan informasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Guna mengantisipasi serta mengimbangi hal tersebut, maka mau tidak mau 

dituntut untuk menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara 

profesional mampu menangani suatu sistem inputing dan pengolahan data 

yang terpadu dengan menggunakan alat dan teknologi terbarukan. 

Menyikapi hal tersebut, Pusat Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) sebagai 

salah satu unit yang melaksanakan tugas pengelolaan data, informasi dan 

komunikasi di Kemendagri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam 

Negeri, perlu melakukan transformasi pengelolaan data, informasi dan 

pemanfaatan dan peningkatan TIK secara lebih baik guna menghasilkan data 

dan informasi yang berkualitas ditandai dengan informasi yang mudah 

diperoleh, cakupan luas dan lengkap, mempunyai ketelitian yang kuat, tersedia 

sesuai kebutuhan, penyampaian jelas dan tepat waktu serta dapat dibuktikan 

dan dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka 

mencapai hal tersebut Pusdatin secara kesinambungan membuat program 

dan kegiatan yang disusun dan diarahkan pada terwujudnya pengelolaan data 

informasi dan sistem informasi secara lebih baik. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Pusdatin mempunyai 

tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh 

unsur organisasi di lingkungan   kementerian   di   bidang   
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pengelolaan   data, sistem informasi, komunikasi, dan telekomunikasi. 

Dalam melaksanakan tugas, Pusdatin menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 

1. penyusunan kebijakan teknis dan dukungan substantif di bidang data dan 

sistem informasi, komunikasi, dan telekomunikasi;  

2. pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang data dan sistem 

informasi, komunikasi, dan telekomunikasi;   

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

substantif di bidang data dan sistem informasi, komunikasi, dan 

telekomunikasi;   

4. pengembangan dan penerapan teknologi informasi;   

5. pengembangan, pendayagunaan, pengendalian dan pengolahan sistem 

sandi dan telekomunikasi yang dikecualikan di lingkungan kementerian;   

6. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sistem dan jaringan di 

lingkungan kementerian; dan   

7. penyusunan rencana program kerja dan anggaran pusat, pengelolaan 

administrasi aparatur sipil negara, urusan rumah tangga, dan tata usaha 

pusat. 

Tugas dan fungsi di atas dilaksanakan oleh 1 (satu) bagian dan 3 (tiga) 

bidang, sebagaimana tergambar dalam bagan berikut 

1. Bagian   Program   dan   Umum, mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan program dan anggaran, surat menyurat, dokumentasi dan 

arsip serta rumah tangga pusat. Bagian   Program   dan   Umum, terdiri 

dari: 

a. Subbagian Persuratan; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusat Data dan Sistem Informasi 

2. Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi, mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan, penyajian, pendayagunaan dan 

pengendalian data dan informasi, bidang Pengelolaan Data dan 

Penyajian Informasi, terdiri dari kelompok jabatan fungsional. 

3. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi, mempunyai tugas melaksanakan 

perancangan, pembangunan, pengembangan, operasionalisasi, 

pemantauan dan evaluasi sistem informasi di lingkungan kementerian, 

bidang Pengelolaan Sistem Informasi, terdiri dari kelompok jabatan 

fungsional. 

4. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Persandian, 

mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, pengembangan, 

pendayagunaan, pengendalian dan pemeliharaan infrastruktur teknologi 

informasi dan komunikasi serta pengelolaan persandian di lingkungan 

Kementerian, bidang      Infrastruktur  Teknologi  
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Informasi  dan  Komunikasi  dan Persandian terdiri atas kelompok jabatan 

fungsional. 

Dalam rangka mendukung terciptanya good governance, Pemerintah 

melakukan pengembangan dengan melakukan strategi Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (e-government). Untuk mewujudkan hal tersebut, 

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pentingnya SPBE salah satunya di 

dasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan 

perubahan zaman yang semakin maju, salah satu tujuannya adalah untuk 

meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi.  

Pada tata Kelola SPBE salah satu unsur yang ada di dalamnya adalah terkait 

dengan data dan informasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa data yang 

ada sekarang ini sangat beraneka ragam dan tidak berkumpul menjadi satu, 

maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 

tentang Satu Data Indonesia, yang mana diharapkan mampu untuk 

mengumpulkan data startegis setiap kementerian/Lembaga dan Pemerintah 

Daerah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pimpinan untuk bisa mengambil 

keputusan dengan berdasarkan data yang telah diolah. Kementerian Dalam 

Negeri menindaklanjuti peraturan-peraturan tersebut dengan mengeluarkan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555-1534 Tahun 2022 Tentang Peta 

Rencana SPBE. Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud mengamanatkan 

Pengembangan Sistem Informasi Eksekutif Kementerian Dalam Negeri yang 

terintegrasi, yang kemudian membuat kami tertarik untuk membuat proyek 

perubahan, karena manfaat yang diterima ketika proyek perubahan ini berhasil 

akan memudahkan pimpinan untuk kedepannya dalam hal pengambilan 

keputusan. 

B. Tujuan Proyek Perubahan 

1. Tujuan Jangka Pendek 

a. Terlaksananya Identifikasi Sumber Data (Data Source) yang akan 

digunakan; 

b. Tersusunnya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang 

Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintahan Daerah; 
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c. Tersedianya Desain Tampilan Papan Muka (dashboard) dan 

Struktur Tampilan secara Tematik. 

2. Tujuan Jangka Menengah 

a. Terdapat sistem untuk pengelolaan data yang bersifat komprehensif 

dan terintegrasi se-Kementerian Dalam Negeri; 

b. Tersedianya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data 

Pemerintahan Dalam Negeri; 

c. Terdapat sistem informasi eksekutif Kementerian Dalam Negeri 

yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan Satker. 

3. Tujuan Jangka Panjang 

a. Terdapat big data analytic Kementerian Dalam Negeri yang dapat 

memenuhi kebutuhan analisa data yang semakin komplek di masa 

depan; 

b. Tersedianya Kemendagri Service Bus (KSB) yang mampu 

melakukan sinergi dari berbagai data dan informasi melalui 

Application Programming Interface (API) yang saat ini dipandang 

sebagai media interoperabilitas antar sistem informasi. 

C. Output dan Outcome  

1. Output 

Pada kebijakan integrasi data dalam penyediaan sistem informasi 

eksekutif kementerian dalam negeri memiliki output berupa daftar 

Identifikasi Sumber Data, Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang 

Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintahan Daerah, Daftar database yang telah dipetakan masing-

masing unit kerja eselon I, Desain Dashboard secara tematik. 

2. Outcome 

Pada kebijakan integrasi data dalam penyediaan sistem informasi 

eksekutif kementerian dalam negeri memiliki outcome Pembangunan Big 

data analytic Kementerian Dalam Negeri yang dapat memenuhi 

kebutuhan 12nalisa data yang semakin komplek di masa depan, 

Pembangunan Kemendagri Service Bus (KSB) yang mampu melakukan 

sinergi dari berbagai data dan informasi melalui Application Programming 

Interface (API) yang saat ini dipandang sebagai media interoperabilitas 

antar sistem informasi. 
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BAB II 

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN 

A. Capaian Hasil Perubahan 

Dalam Proyek Perubahan ini terdapat beberapa hasil capaian yang telah 

dilakukan antaranya: 

1. Terbentuknya Tim Efektif 

Dalam pembentukan Tim Efektif dilakukan beberapa kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Koordinasi dengan Mentor 

Telah dilakukan koordinasi dengan Mentor dalam rangka 

penyusunan rancangan Proyek Perubahan dan koordinasi terkait 

penyusunan Tim Efektif Aksi Perubahan Pada Pelatihan 

Kepemimpinan Administrator dengan judul “Kebijakan Integrasi 

Data Dalam Penyediaan Sistem Informasi Eksekutif Kementerian 

Dalam Negeri”. 

 

Gambar 2.1. Koordinasi dengan Mentor 

 

b. Identifikasi Kebutuhan Anggota 

Telah dilakukan identifikasi kebutuhan anggota untuk Tim Efektif 

bersama dengan Pejabat Eselon III dan Subkoordinator di 

lingkungan Pusat Data dan Sistem Informasi 

pada tanggal  30 Oktober 2022 secara 
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offline dan telah disepakati beberapa nama pegawai yang akan 

menjadi Tim Efektif. 

 

Gambar 2.2. Identifikasi Kebutuhan Anggota 

c. Penetapan Surat Keputusan Tim Efektif 

Telah disusun dan ditetapkan Surat Perintah Tugas Tim Efektif Aksi 

Perubahan Pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator dengan 

judul “Kebijakan Integrasi Data Dalam Penyediaan Sistem Informasi 

Eksekutif Kementerian Dalam Negeri” pada tanggal 3 Oktober 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 2.3. Identifikasi Kebutuhan Anggota 
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d. Distribusi Tugas Anggota 

Telah dilakukan pertemuan pertama dengan seluruh Tim Efektif 

untuk dilakukan pembahasan rancangan proyek perubahan dan 

distribusi penugasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Distribusi Tugas Anggota 
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2. Hasil Identifikasi Sumber Data (Data Source) yang akan digunakan 

Dalam mengidentifikasi sumber data (data source) yang akan digunakan 

dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: 

a. Identifikasi masing-masing sumber data  

Telah dilakukan identifikasi sumber data prioritas masing-masing 

komponen yang telah diserahkan kepada Pusdatin sebaga Walidata 

Kemendagri. 

 

 

Gambar 2.5. Identifikasi masing-masing sumber data 

 

b. Materi dari hasil identifikasi sumber data 

Telah disusun materi dari hasil identifikasi sumber data. 

 

Gambar 2.6. Materi dari hasil identifikasi sumber data 
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c. Koordinasi dengan Produsen Data 

Telah dilaksanakan Webinar One Data Discussion Day dengan 

tema “Membangun Tata Kelola Satu Data Berbasis Desa dan 

Kelurahan Yang Berkelanjutan” pada tanggal 21 November 2022 

secara online. 
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Gambar 2.7. Koordinasi dengan Produsen Data 

 

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Data di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 

a. Identifikasi Muatan Materi  

Dalam proses penyusunan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

tentang Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah dilakukan identifikasi muatan materi 

bersama yang kemudian akhirnya tersusun kerangka Keputusan 

Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Data di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang berisi: 

1) Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

dan Pemerintah Daerah; 

2)  

3) Penyelenggara Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

4) Penyelenggaraan Pengelolaan Data di Lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan 

5) Pendanaan. 
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Hasil Identifikasi tersebut berasal dari proses brainstorming 

bersama dengan Tim Efektif Proyek Perubahan dan Personal 

Identification and Selection bersama dengan Tenaga Ahli dari 

Bidang Penyajian Data dan Informasi. 

 

 

Gambar 2.8. Identifikasi Muatan Materi 
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b. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Proses penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

dilakukan melalui: 

Pembahasan Draft Internal Tim Efektif → Finalisasi Draft Internal → 

Proses Pembahasan dengan Biro Hukum → Pengajuan Rancangan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri kepada Biro Hukum → Paraf 

Koordinasi oleh Kepala Biro Hukum → Pengajuan Tanda Tangan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri ke Sekretaris Jenderal 

Kemendagri. 
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Gambar 2.9. Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
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c. Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor .. tentang 

Pengelolaan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintah Daerah. 

 

 

Gambar 2.10. Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri 
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4. Dashboard Sistem Informasi Eksekutif 

a. Rancangan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif 

Telah disusun Rancangan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif 

yang dilakukan melalui proses identifikasi pengembangan Sistem 

Informasi Eksekutif Kemendagri. 
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b. Pembahasan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif 

Telah dilakukan pembahasan pengembangan Dashboard Sistem 

Informasi Eksekutif bersama dengan Tim Teknis Pengembangan 

dan Pejabat Eselon III di lingkungan Pusat Data dan Sistem 

Informasi. 

c. Pengesahan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif 

Telah dilakukan pengesahan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif 

pada tanggal .., pengesahan tersebut didukung oleh Berita Acara 

Pengesahan Dashboard Sistem Informasi Eksekutif yang 

ditandatangani oleh Plh. Kepala Pusat Data dan Siste Informasi, 

Pejabat Eselon III di lingkungan Pusat Data dan Sistem Informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.10. Dashboard Sistem Informasi Eksekutif 
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5. Sosialisasi dan Launching 

a. Persiapan Uji Publik 

Telah dilakukan persiapan Uji Publik Keputusan Menteri Dalam 

Negeri tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri dengan 

proses sebagai berikut: 

1) Penyusunan Undangan Uji Publik 

2) Koordinasi Narasumber 

3) Penetapan Lokasi dan Waktu Acara 

4) Persiapan Zoom 

5) Penyebarluasan Undangan Uji Publik 
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          Gambar 2.11. Persiapan Uji Publik 

 

a. Pelaksanaan Uji Publik 

Telah dilaksanakan Uji Publik Keputusan Menteri Dalam Negeri 

tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri pada tanggal 30 

November 2022 yang dihadiri oleh 79 peserta yang terdiri dari 

perwakilan daerah baik yang hadir secara langsung maupun virtual 

dengan Narasumber : 

1. Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D, Staf Ahli Menteri PPN Bidang 

Pemerataan dan Kewilayahan selaku Koordinator Sekretariat 

Satu Data Indonesia Tingkat Pusat 

2. Drs. Budi Prasetyo, MT, Kepala Biro Sistem Informasi dan 

Pengelolaan Data Kemenko PMK 

3. Shinta Nurhariyanti, ST, M.Eng, Ketua Tim Interoperabilitas, Big 

Data dan Kecerdasan Buatan Direktorat LAIP Ditjen APTIKA 

Kemenkominfo 

4. Murdaningsih, S.Si, M.Si, Surveyor Pemetaan Ahli Madya Pusat 

Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial pada 

Badan Informasi Geospasial 

5. Sebo Hari Sumbogo, S.ST, MT, Pranata Komputer Ahli Madya 

Direktorat Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik. 
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Gambar 2.12. Pelaksanaan Uji Publik 
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B. Manfaat 

1. Bagi Organisasi 

a. Tersedianya dashboard sistem informasi eksekutif berupa 

visualisasi data dan informasi strategis yang tersinkronisasi, 

terinterkoneksi dan terintegrasi, dan dapat digunakan untuk 

dukungan pengambilan kebijakan bagi pimpinan di lingkungan 

Kementerian Dalam Negeri;  

b. Terdapat sistem informasi eksekutif Kementerian Dalam Negeri 

yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan Satker; dan 

c. Adanya kebijakan mengenai Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri 

sebagai acuan untuk Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 

Daerah dalam proses penyelenggaraan Satu Data. 

2. Bagi Stakeholder, membantu Satker Lingkup Kemendagri untuk 

melakukan pengelolaan data yang bersifat komprehensif dan terintegrasi, 

khususnya untuk kepentingan analitik, dukungan kebutuhan informasi 

untuk eksekutif dan dukungan pengambilan keputusan. 

 

C. Implementasi Strategi Marketing 

Kepemimpinan strategis adalah kemampuan mengantisipasi, memiliki visi, dan 

mempertahankan fleksibilitas, memberi kuasa kepada orang-orang lain untuk 

menciptakan perubahan strategis yang perlu. Strategi ini mempunyai efek 

penting terhadap upaya organisasi untuk mendapatkan daya saing strategis 

dan memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Kepemimpinan strategis efektif 

diperlukan untuk merumuskan dan menerapkan strategi dengan sukses. 

Kepemimpinan strategis mencakup penentuan arah strategis, pemanfaatan 

dan pemeliharaan kompetensi inti, pengembangan modal manusia, 

pemeliharaan budaya korporat yang efektif, penekanan praktik-praktik etis, 

dan pembangunan pengendalian strategis. Penentuan arah strategis menuntut 

visi dan kemampuan menanamkannya ke seluruh organisasi. 

Dalam Proyek Perubahan ini dilakukan strategi marketing dalam bentuk: 

1. Menentukan tujuan perubahan yang akan diharapkan. Tujuan perubahan 

ini termasuk didalamnya area perubahan yang terdampak. Penentuan 
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tujuan ini tidak keluar dari tupoksi yang menjadi tanggung jawab seorang 

pemimpin; 

2. Menentukan gambaran kondisi saat ini (existing condition) dan kondisi 

yang akan diharapkan . Bila existing condition dibiarkan apa akibat yang 

muncul yang menghambat kinerja organisasi. Sebaliknya bila akan 

ditangani maka proses yang dilalui adalah membaca gejala-gejala 

perubahan yang muncul, termasuk proses pengamatan; 

3. Melaksanakan diagnostic reading yaitu mencari, dan mengidentifikasi 

berbagai jenis penyebab permasalahan sehingga organisasi berjalan 

stagnan, lambat, tidak produktif dan kinerja tidak optimal sesuai dengan 

indikator-indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan. Diagnostic 

Reading dilakukan melalui telaahan rencana strategis organisasi dan 

identifikasi isu aktual dan faktual yang menjadi perhatian utama. Dalam 

penentuan persoalan ini seorang pemimpin perubahan (adaptive leader) 

harus dapat menempatkan diri seobjektif mungkin dan terlepas dari 

konflik kepentingan. 

4. Menemukan akar dari permasalahan dan menentukan inovasi berupa 

terobosan yang akan dihasilkan untuk mencapai konisi yang diinginkan. 

Terobosan ini dikelompokan menjadi 3 hal, yaitu SOP; sarana prasarana 

atau sikap & perilaku; 

5. Menentukan stakeholder yang terlibat untuk melaksanakan inovasi serta 

membangun tim efektif. Untuk mendapatkan dukungan dari stakeholder, 

seorang pemimpin harus dapat menjelaskan mengapa proyek perubahan 

ini penting untuk dilakukan. Pendekatan adaptif yang dijelaskan di atas 

yang harus dilakukan, karena dalam mematangkan rencana kerja, perlu 

masukan dari setiap stakeholder yang terdampak dari perubahan. 

6. Tahapan pencapaian tujuan proyek perubahan dibagi dalam jangka 

pendek, menengah dan panjang dengan rincian kegiatan, waktu, output 

dan stakeholder dari setiap tahapan. 
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Tabel 2.1.. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

 

 

Tabel 2.2. Identifikasi Komponen SOAR 
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D. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar 

Learning Organization atau organisasi pembelajar pertama kali dipopulerkan 

oleh Peter Senge dalam bukunya The Fifth Discipline (1990). Menurut Sengen, 

keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam 

mengembangkan institusinya menjadi organisasi pembelajar. Di dalam buku 

tersebut juga dijelaskan bahwa organisasi pembelajar merupakan wadah bagi 

orang-orang yang terus menerus meningkatkan kapasitasnya untuk 

menciptakan hasil yang benar-benar diharapkan. Idealnya di dalam organisasi 

pembelajar, setiap individu mampu mengembangkan berbagai pemikiran 

barunya, bebas menyampaikan aspirasinya, dan bagaimana masing-masing 

individu terus belajar bagaimana belajar bersama.  

David A. Garvin menjelaskan terdapat lima komponen yang harus dimiliki oleh 

organisasi pembelajar, yaitu: pemecahan masalah dengan sistematis, 

eksperimen dengan pendekatan baru, belajar dari pengalaman sendiri dan 

sejarah masa lalu, belajar dari pengalaman dan praktik terbaik orang lain, dan 

mentransfer pengetahuan dengan cepat dan efisien ke seluruh organisasi. 

Dalam Proyek Perubahan ini Learning Organization yang digunakan adalah 

Knowledge Spiral atau SECI. SECI adalah singkatan dari Socialization – 

Externalization – Combination – Internalization. 
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1. Socialization (tacit to tacit) 

Proses sosialisasi merupakan proses transfer pengetahuan yang paling 

mendasar. Socialization muncul dari aktivitas berbagi dan menciptakan 

pengetahuan tacit melalui pengalaman langsung. Bentuk dari sosialisasi 

biasanya adalah berbagi pengalaman, diskusi dan cerita. 

Proses Socialization pada proyek perubahan ini dilakukan pada tahapan: 

a. Project Leader melakukan pertemuan secara daring dan luring 

dengan: 

1) Koordinasi dan meminta arahan dengan Mentor dalam rangka 

penyusunan dan implementasi proyek perubahan; 

2) Rapat dengan Tim Efekfif pada setiap tahapan kegiatan pada 

milestone jangka pendek agar dapat saling memberikan 

informasi progress pelaksanaan proyek perubahan; 

3) Rapat dengan Biro Hukum dalam rangka penyusunan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data 

Pemerintahan Dalam Negeri; 

4) Pelaksanaan Webinar Webinar One Data Discussion Day 

dengan tema “Membangun Tata Kelola Satu Data Berbasis 

Desa dan Kelurahan Yang Berkelanjutan” dan Uji Publik pada 

Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Satu 

Data Pemerintahan Dalam Negeri. 

b. Project Leader melakukan pertemuan informal dengan: 

1) Tim Teknis Pengembangan Dashboard Sistem Informasi 

Eksekutif untuk melihat perkembangan Dashboard; 

2) Tim Tenaga Ahli Penyusunan Kebijakan  Satu Data 

Pemerintahan Dalam Negeri; dan 

3) Pemberian arahan kepada staf Pusat Data dan Sistem 

Informasi terkait pengembangan Dashboard Sistem Informasi 

Eksekutif dan penyusunan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri. 

2. Externalization (tacit to explicit) 

Perubahan bentuk pengetahuan dari tacit kedalam bentuk explicit. 

Dengan externalization, pengetahuan tacit yang ada dalam diri individu 

dikeluarkan dan dituangkan ke dalam media 
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lain yang lebih mudah untuk dipelajari dan dimengerti orang lain. 

Biasanya, bentuk dari eksternalisasi adalah berupa gambar, tulisan, 

suara atau video. 

Proses Externalization pada Proyek Perubahan ini berupa: 

a. Seluruh kegiatan rapat dan koordinasi didokumentasikan dengan 

rapi dan runtut. Adapun dokumentasi yang dilakukan adalah 

mengarsipkan seluruh undangan rapat, membuat daftar hadir dan 

notulensi serta mengambil dokumentasi foto dan video testimoni 

sebagai bukti/eviden kegiatan. 

b. Notulensi rapat yang telah berlangsung sebelumnya dibagikan ke 

seluruh peserta rapat untuk digunakan sebagai bahan acuandan 

tindak lanjut dalam menyusun rapat/kegiatan selanjutnya. 

3. Combination (explicit to explicit) 

Pada kombinasi, pengetahuan dalam bentuk eksplisit yang sudah ada 

dikembangkan lagi dan disebarluaskan melalui berbagai media yang 

lebih sistematis. Media yang sering digunakan adalah dokumen, melalui 

proses pelatihan/pendidikan. Pengetahuan dapat dikembangkan lebih 

lanjut dengan menggabungkan atau mengolah berbagai pengetahuan 

yang telah ada sehingga menghasilkan suatu pengetahuan baru. 

Proses combination pada Proyek Perubahan ini adalah penyebarluasan 

flyer webinar dan uji public melalui website, social media, dan whatsapp 

group. 

4. Internalization (explicit to tacit) 

Perubahan bentuk pengetahuan dari bentuk explicit ke bentuk tacit 

dilakukan oleh individu-individu yang mencoba untuk memahami suatu 

pengetahuan yang sudah ada (belajar) ataupun melakukan penelitian 

terhadap suatu objek tertentu didalam organisasi. Proses internalisasi 

dapat menghasilkan hasil yang memuaskan ketika seorang individu 

mengimbangi antara proses belajar dengan proses praktiknya dalam 

dunia nyata (learning by doing). Pada akhirnya, hal tersebut akan 

menghasilkan dan menambah pengetahuan baru dalam diri individu. 

Proses internalization pada proyek perubahan ini 

berupa: 
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a. Koordinasi dan konsolidasi antar bidang yang ada di Pusat Data dan 

Sistem Informasi dalam pelaksanaan webinar dan uji publik, serta 

dukungan pimpinan serta hubungan eksternal; dan 

b. Staf Pusat Data dan Sistem Informasi ikut mendukung proses 

penyelenggaraan webinar dan uji publik. 
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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Bahwa setelah melaksanakan Proyek Perubahan ini, dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Terdapat 3 tujuan jangka pendek dalam Proyek Perubahan ini, yaitu: 

a. Terlaksananya Identifikasi Sumber Data (Data Source) yang akan 

digunakan; 

b. Tersusunnya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang 

Penyelenggaraan Data di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri 

dan Pemerintahan Daerah; dan 

c. Tersedianya Desain Tampilan Papan Muka (dashboard) dan 

Struktur Tampilan secara Tematik. 

2. Dalam mewujudukan tujuan jangka pendek berupa terlaksananya 

identifikasi sumber data (data source) yang akan digunakan dilakukan 

kegiatan berupa identifikasi masimng-masing sumber data yang telah 

dilakukan oleh masing-masig komponen yang ada di Kemendagri, 

koordinasi dengan Produsen Data, dan penyusunan materi hasil 

identifikasi sumber data. 

3. Dalam mewujudkan tersusunnya Keputusan Menteri Dalam Negeri 

tentang Penyelenggaraan Data di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintahan Daerah telah dilakukan pembahasan internal 

di Pusat Data dan Sistem Informasi serta pembahasan bersama dengan 

Biro Hukum. Namun, selain penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

sebagaimana dimaksud, kami juga telah melakukan proses penyusunan 

Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Satu Data 

Pemerintahan Dalam Negeri yang sifatnya lebih mengatur sehingga 

dapat dijadikan acuan kebijakan bagi Pemerintahan Daerah. 

Proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 

Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri telah dilakukan proses 

permintaan masukan dari Pemerintah Daerah (uji publik) dan 

memasukkan rancangan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Program 

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Dalam 

Negeri Tahun 2023. 
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4. Dalam mewujudukan Desain Tampilan Papan Muka (dashboard) dan 

Struktur Tampilan secara Tematik Sistem Informasi Eksekutif 

Kementerian Dalam Negeri dilakukan pembahasan pengembangan 

dashboard dan pengesah dashboard. 

B. Keberlanjutan 

Sistem Informasi Eksekutif (SIE) Kementerian Dalam Negeri selanjutnya akan 

menyediakan kemudahan akses terhadap data dan informasi yang nantinya 

akan berguna dalam pengambilan keputusan pimpinan untuk menghasilkan 

kebijakan secara cepat dan tepat. Sehingga, ke depannya setiap data dan 

informasi yang dimiliki oleh setiap unit kerja eselon I akan tersinkronisasi dan 

terintegrasi dalam satu sistem yang sama. Sehingga, dalam proses 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan masih kerap 

menggunakan metode konvensional dalam menganalisis setiap data yang 

ada. Selanjutnya akan terus dilakukan pengembangan dan content pada 

Sistem Informasi Eksekutif agar dapat selalu sesuai dengan kebutuhan 

pimpinan. 

Untuk kebijakan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, akan dilanjutkan 

dengan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Satu 

Data Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah masuk pada Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.2.1 – 6180 Tahun 2022 tentang Program 

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Dalam Negeri 

Tahun 2023. 

C. Lesson Learned 

Lesson Learned yang diperoleh selama proses pelaksanaan Proyek 

Perubahan antara lain: 

1. Koordinasi dan kolaborasi merupakan hal terpenting dalam proses 

pelaksanaan Proyek Perubahan, hal tersebut perlu didukung dengan 

komunikasi yang baik dengan anggota tim efektif dan seluruh 

Stakeholder terkait yang menunjang keberhasilan pencapaian tahapan 

kegiatan pada proyek perubahan. Koordinasi dan komunikasi yang efektif 

berimplikasi kepada totalitas dukungan dan partisipasi aktif tim efektif dan 

Stakeholders terhadap gagasan baru yang inovatif. 

2. Komitmen, konsistensi, disiplin dan kecepatan (agility) pimpinan dan Tim 

Efektif dalam mencapai tujuan jangka pendek, 
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jangka menengah dan jangka panjang terhadap pelaksanaan proyek 

perubahan. Pemimpin yang ideal adalah pemimpinan yang terus 

menerus berinovasi, berkolaborasi, dan selalu mencari metode untuk 

menemukan solusi yang benar-benar baru. Pemimpin dinilai dan dibentuk 

oleh pola pikir, dan kemampuan dalam memecahkan masalah. 

3. Berorientasi pada proses, tertib administrasi dan dokumentasi selain 

dapat menunjukkan hasil dari suatu perubahan, kami dituntut untuk dapat 

menghargai setiap proses yang dijalani, mulai dari pembuatan timeline 

yang menjadi komitmen di dalam pelaksanaan disertai dengan bukti 

otentik dalam setiap tahapan proses yang dijalani. Dalam hal ini 

pembelajaran yang diperoleh adalah mengenai pentingnya suatu bukti 

dokumentasi sebagai rekam jejak dalam suatu proses untuk mencapai 

tujuan. Proses tertib administrasi dan dokumentasi dapat menjadi proses 

pembelajaran dan pembentukan karakter aparatur sipil negaradalam 

mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good 

Governance). 
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FORMULIR PESERTA
Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Program :

SKOR 1 - 10

1 Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup 

tugasnya dengan pendampingan atas resiko atau dampak yang timbul.

8

2 Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu 

konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses 

bisnis organisasi.

8

3 Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten 

menjaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode etik atau peraturan 

yang berlaku.

9

4 Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran 

memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta berasaskan 

kebenaran bagi kredibilitas organisasi.

9

5 Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal 

maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik 

dalam bekerja.

8

6 Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta meyiapkan 

tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko.
8

JUMLAH 8.33

7 Membangun sinergi  dan memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit 

kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja 

organisasi.

8

8 Membangun kerjasama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal/ 

para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kerja 

organisasi.

8

9 Menyampaikan informasi yang bersifat kompleks secara persuasive 

menggunakan metode tertentu untuk mendorong pemangku kepentingan 

sepakat pada langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara 

keseluruhan

8

10 Mengetahui keberagaman kepentingan yang ada dalam bekerjasama dengan 

berbagai pihak, dan dapat mensinergikan keberagaman tersebut guna 

pencapaian target kerja organisasi.

8

11 Membangun komitmen baik dalam unit atau antar unit kerja, dengan saling 

menghargai dan memberikan dukungan, guna menunjang pencapaian target 

kerja organisasi.
8

JUMLAH 8.00

12 Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi 8

13 Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit 8

14 Menyusun program pengembangan kompetensi  SDM dalam jangka panjang, 8

15 Memantau, mengevaluasi hasil kerja unit serta melakukan perbaikan kinerja 8

16 Menjadi agent of change  yang menginisiasi perubahan secara terencana 8
JUMLAH 8.00

INTEGRITAS

KERJASAMA

MENGELOLA 

PERUBAHAN

Afrijal Dahrin DJ, S.STP.,M.E.
198204272000121000
Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi dan Informasi dan Komunikasi dan Persandian 
Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri
PKN TK II Tahun 2022

Komponen Sub Komponen



Nama Peserta : Afrijal Dahrin DJ, S.STP.,M.E. Nama Mentor : Dr. H. Suhajar Diantoro.M.Si 
NIP : 198204272000121000 NIP: : 196405021987021000
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi dan Informasi dan Komunikasi dan Persandian Jabatan : Sekretaris Jenderal 
Instansi : Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri Instansi : Kementerian Dalam Negeri
Program : PKN TK II Tahun 2022

Komponen SKOR 1 - 10
1

9

2
9

3
9

4
9

5
9

6
9

9.000

9
8

10
8

11
8

12 8

13
8

8.00

14
7

15
7

16
7

17
8

18
8

7.40

Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta 

berasaskan kebenaran bagi kredibilitas organisasi.

Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, 

norma atau kode etik dalam bekerja.

FORMULIR MENTOR

Sub Komponen

INTEGRITAS

Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di 

lingkup tugasnya dengan pendampingan atas resiko atau dampak yang timbul.
Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka 

mendukung proses bisnis organisasi.
Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten menjaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode 

etik atau peraturan yang berlaku.

Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta meyiapkan tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko.

JUMLAH

Bertanggungjawab terhadap peran atau tugasnya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan tim yang telah disepakati.

JUMLAH

Merespon dengan positif adanya perbedaan atau kemajemukan dalam unit/tim kerja sehingga tetap fokus pada tujuan kerja yang 

disepakati.

KERJASAMA

Menyampaikan informasi dengan cukup jelas baik secara tertulis maupun lisan dalam menunjang kelancaran kerja pada unit/tim 

yang dipimpinnya.
Melakukan koordinasi yang efektif dengan pihak-pihak relevan di lingkup satuan kerja/organisasi dalam rangka menjamin kineja di 

lingkup unitnya.
Aktif menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi dalam rangka menunjang kualitas layanan yang 

diselenggarakan organisasi

MENGELOLA 

PERUBAHAN

JUMLAH

Menggunakan cara yang beragam untuk memastikan bawahan memahami arahan penyelesaian tugas yang sesuai dengan target 

kerja yang diberikan dan SOP yang berlaku
Mencari metode kerja alternatif yang lebih efektif untuk menyesaikan pekerjaan terutama ketika menghadapi hambatan

Proaktif mencari peluang perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayan publik.

Aktif mencari informasi kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan penjelasan mengenai prosedur standar pelayanan yang 

berlaku sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Aktif mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dalam pemberian pelayanan publik.



Nama : Afrijal Dahrin DJ, S.STP.,M.E.
NIP : 198204272000121000
Jabatan :
Instansi : Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri
Program : PKN TK II Tahun 2022

Sub Komponen Nilai Kualifikasi
Tanggung jawab 8 Baik
Komitmen 8 Baik
Kedisplinan 9 Istimewa
Kejujuran 9 Istimewa
Konsistensi 8 Baik
Pengambilan Keputusan Dilematis 8 Baik
Rata-Rata 8.33 Baik
Kerjasama Internal 8 Baik
Kerjasama Eksternal 8 Baik
Komunikasi 8 Baik
Fleksibilitas 8 Baik
Komitmen dalam Tim 8 Baik
Rata-Rata 8.00 Baik
Orientasi Pelayanan 8 Baik
Adaptabilitas 8 Baik
Pengembangan diri dan orang lain 8 Baik
Orientasi pada hasil 8 Baik
Inisiatif 8 Baik
Rata-Rata 8.00 Baik

Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8.11 Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10

7-8.99

5-6.99

3-4.99

1-2.99

Istimewa
Baik

Cukup
Kurang

Sangat Kurang

REKAP NILASI PESERTA

Komponen

Integritas

Kerjasama

Mengelola 

Perubahan

Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi dan Informasi dan Komunikasi dan Persandian 



Nama Peserta : Afrijal Dahrin DJ, S.STP.,M.E. Nama Mentor : Dr. H. Suhajar Diantoro.M.Si 
NIP : 198204272000121000 NIP: : 196405021987021000
Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi dan Informasi dan Komunikasi dan Persandian Jabatan : Sekretaris Jenderal 
Instansi : Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam NegeriInstansi : Kementerian Dalam Negeri
Program : PKN TK II Tahun 2022

Sub Komponen Nilai Kualifikasi
Tanggung jawab 9 Istimewa
Komitmen 9 Istimewa
Kedisplinan 9 Istimewa
Kejujuran 9 Istimewa
Konsistensi 9 Istimewa
Pengambilan Keputusan Dilematis 9 Istimewa
Rata-Rata 9.00 Istimewa
Kerjasama Internal 8 Baik
Kerjasama Eksternal 8 Baik
Komunikasi 8 Baik
Fleksibilitas 8 Baik
Komitmen dalam Tim 8 Baik
Rata-Rata 8.00 Baik
Orientasi Pelayanan 7 Baik
Adaptabilitas 7 Baik
Pengembangan diri dan orang lain 7 Baik
Orientasi pada hasil 8 Baik
Inisiatif 8 Baik
Rata-Rata 7.40 Baik

Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8.13 Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10

7-8.99

5-6.99

3-4.99

1-2.99

Istimewa
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

Mengelola 

Perubahan

REKAP NILAI MENTOR

Komponen

Integritas

Kerjasama



Nama : Nama Mentor : Dr. H. Suhajar Diantoro.M.Si 
NIP : NIP: : 196405021987021000
Jabatan : Jabatan : Sekretaris Jenderal 
Instansi : Instansi : Kementerian Dalam Negeri
Program :

Sub Komponen Nilai Peserta Nilai Mentor Nilai Rata-Rata Kualifikasi
Tanggung jawab 8 9 8.70 Baik
Komitmen 8 9 8.70 Baik
Kedisplinan 9 9 9.00 Istimewa
Kejujuran 9 9 9.00 Istimewa
Konsistensi 8 9 8.70 Baik
Pengambilan Keputusan 8 9 8.70 Baik
Rata-Rata 8.33 9.00 8.80 Baik
Kerjasama Internal 8 8 8.00 Baik
Kerjasama Eksternal 8 8 8.00 Baik
Komunikasi 8 8 8.00 Baik
Fleksibilitas 8 8 8.00 Baik
Komitmen dalam Tim 8 8 8.00 Baik
Rata-Rata 8.00 8.00 8.00 Baik
Pelayanan Publik 8 7 7.30 Baik
Adaptabilitas 8 7 7.30 Baik
Pengembangan orang lain 8 7 7.30 Baik
Orientasi pada hasil 8 8 8.00 Baik
Inisiatif 8 8 8.00 Baik
Rata-Rata 8.00 7.40 7.58 Baik

Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku : 8.11 8.13 8.13 Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10

7-8.99

5-6.99

3-4.99

1-2.99 Sangat Kurang

Istimewa
Baik

Cukup
Kurang

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

Komponen

Integritas

Kerjasama

Mengelola 

Perubahan

Afrijal Dahrin DJ, S.STP.,M.E.
198204272000121000

PKN TK II Tahun 2022

Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi dan Informasi dan Komunikasi dan Persandian 
Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri



Nama Peserta : Afrijal Dahrin DJ, S.STP.,M.E. Nama Mentor : Dr. H. Suhajar Diantoro.M.Si 

NIP : 198204272000121000 NIP: : 196405021987021000

Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi dan Informasi dan Komunikasi dan Persandian Jabatan : Sekretaris Jenderal 

Instansi : Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam NegeriInstansi : Kementerian Dalam Negeri

Program : PKN TK II Tahun 2022

Sub Komponen 

Integritas

Sub Komponen 

Kerjasama

Rata-Rata Total           

Sub Komponen

Kualifikasi Total Sub 

Komponen

Peserta 8.33 8.00 8.11 Baik

Mentor 9.00 8.00 8.13 Baik

Nilai Rata-Rata     

Per Sub 
8.80 8.00 8.13 Baik

Baik Baik Baik

Keterangan Kualifikasi

9.00-10 Istimewa
7-8.99 Baik
5-6.99 Cukup
3-4.99 Kurang
1-2.99 Sangat Kurang

Istimewa :

Baik :

Cukup :

Kurang :

Sangat Kurang :

REKAP  NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nilai Komponen

Sub Komponen 

Mengelola Perubahan

8.00

7.40

7.58

Kualifikasi Per Sub 

Komponen

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, 

peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang 

terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal 

pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi

Baik

Akhir Sikap Perilaku

8.13

Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, 

peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur 

pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan  pendampingan yang terjadwal 

sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki JPT Pratama

Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, 

peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur 

pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan 

sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan 

sikap perilaku dalam menduduki JPT Pratama

Kualifikasi:

Baik

Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, 

peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang 

terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal 

sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam JPT Pratama


